BAB II
KONSEP YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK PADA PUTUSAN NO 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BLB

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni
melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya
melanggar Pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum
pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkotika,
tindak pidana ekonomi, dan sebagainya.'

Pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk
menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusanya
mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas Hakim
adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain.
Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila
perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.”

Oleh karena itu, Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam menjatuhkan

sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan

! Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997), 36.
* Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum
Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 84.
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hukum. Kebebasan tersebut adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak
manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini
bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif.
Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga harus berpedoman terhadap
batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus
senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban,
serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat
dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.?

Secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan
yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim
sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara
sehingga cenderung membawa konsekuensi karena tidak adanya landasan
hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar
pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting
adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan
yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan
keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di
sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau

keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social Justice, serta asas

’ Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi
Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori
Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)” (Skripsi, Tesis atau Disertasi [--]
Universitas Brawijaya, Malang, 2013), 9.
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keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan
non yuridis.*

Moral Justice berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili
dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum
positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan
psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang
melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah
kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sedangkan dari
aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum
cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran,
kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan
logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu
anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang
anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.’

Aspek berikutnya adalah Social Justice, dimana Hakim tidak hidup di
singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya
yang bersifat heterogen. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum
positif (/aw in book) dapat mewujudkan keadilan sosial (/aw in action),
sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi
memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga
kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat

sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang

* Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, (PT. Alumni: Bandung, 2009), 93.
5 .
Ibid.
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menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan
perbuatan yang dilakukan.®
Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang
terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal
362, 363, 364, dan 367 KUHP, Hakim anak terlebih dahulu
mempertimbangakan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan
sebagai dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim anak di
Pengadilan Negeri Bale Bandung, antara lain:’
1. Hal yang meringankan
a) Latar belakang pendidikan terdakwa
Apabila seorang anak sedang menempuh pendidikan sekolah,
maka Hakim akan mempertimbangkan berapa lama terdakwa
dipidana. Tentu saja jumlah pidananya lebih ringan karena terdakwa
harus menyelesaikan pendidikannya.
b) Latar belakang keluarga
Seorang anak yang latar belakang keluarganya berpendidikan
serta keluarga baik-baik tentu saja putusan pidana penjaranya lebh
ringan dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga broken

home.

6 1 -
Ibid.,%4.

7 Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi

Pidana Penjara terhadap Anak...,9.
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¢) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
Hakim akan meringankan sanksi nai terdakwa apabila sopan
selama persidangan berlangsung.
d) Latar belakang perbuatan terdakwa
Ditinjau dari apakah terdakwa mencuri kaena desakan ekonomi
atau karena iseng.
e) Terdakwa belum pernah dihukum
Tentu saja sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan
dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan hukum.
f) Riwayat hidup terdakwa baik
Apabila berdasarkan hasil penelitian dari sumber terpercaya
sekitar tempat tinggal maupun pergaulan terdakwa menyatakan
bahwa terdakwa memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupan
sehari-hari, maka hal tersebut dapat dijadikan oleh Hakim sebagai
pertimbangan dalam memperingan sanksi pidana bagi terdakwa.
g) Terdakwa mengakui perbuatannya
Hakim akan meringankan sanksi bagi terdakwa yang mengakui
perbuatannya.
2. Hal yang memberatkan
a) Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali
Apabila terdakwa residivis maka sanksi pidana penjara yang
diberikan jauh lebih berat supaya terdakwa anak menjadi jera dan

tidak melakukan perbuatannya lagi.
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Latar belakang pendidikan terdakwa

Berdasarkan pernyataan Purnama, terhadap terdakwa yang tidak
menempuh pendidikan, sanksi pidana penjara lebih lama karena
terdakwa sedang tidak memiliki tanggung jawab dalam
menyelesaikan pendidikannya.
Latar belakang keluarga

Hakim memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar
belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih maupun
anak broken home memiliki keterbatasan kasih sayang sehingga
terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk melakukan
perbuatan melawan hokum dengan harapan sanksi yang diberikan
mampu mengubah karakter anak menjadi lebih baik.
Terdakwa sempat menikmati hasil curian

Apabila terdakwa sempat menikmati hasil curian barang milik
korban yang dimiliki secara melawan hukum maka hal tersebut
menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memperberat sanksi pidana.
Riwayat hidup terdakwa buruk

Apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan
sehari-hari baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun
pergaulannya yang memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang
anak dalam bertingkah laku dan tidak ada harapan bahwa perilaku
serta kepribadian anak dapat diperbaiki lagi, maka hal tersebut dapat

memperberat sanksi bagi terdakwa.
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f) Terdakwa tidak sopan dalam persidangan
Apabila sikap dan emosional terdakwa anak selama persidangan
berlangsung terpuji, maka hl tersebut dpat eringankan sanksi
terdakwa. Sebab dari sikap danemosiaona terdakwa dapat dilihat
apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.
g) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban
Apabila korban mengalami kerugian materil akibat pencurian
yang dilakukan oleh terdakwa anak, hal tersebut berarti bahwa
terdakwa telah menikmati hasil cuian.
h) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
Hakim memperberat sanksi pidana bagi terdakwa agar
masyarakat menjadi tenang dan damai.
i) Orang tua tidak sanggup mendidik
Apabila berdasarkan pengakuan dari orang tua terdakwa
menyatakan bahwa sudah tidak sanggup mendidik terdakwa maka
sanksi pidana penjara lebih berat dengan harapan bahwa di dalam
Lembaga Pemayarakatan Anak di Mojokerto, terdakwa anak

mendapatkan pembinaan yang terbaik.

B. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak
Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah

merisaukan. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
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Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI
bersama Pemerintah Republik Indonesia telah membahas RUU Sistem
Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU
Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden
kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal
16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam
pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk
Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih
lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR
RI/11/2011.°

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari
istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan
sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan,
yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum,
lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas

: 9
pembinaan anak.

¥ Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem
Peradilan Pidana Anak), (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2013), 51.

® Setya Wahyudi, mplementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 35.



28

Dalam Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak
memberikan definisi tentang sistem peradilan pidana anak berupa
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan
hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan
setelah menjalani pidana.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan
(network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana
utamanya, baik hukum pidana materiil, dan hukum pidana formil
maupun hukum pelaksanaan pidana.'® Sementara Romli Atmasasmita,
membedakan pengertian antara “criminal justice process dan “criminal
Jjustice system’’. Pengertian criminal justice process adalah setiap tahap
dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam
proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan
pengertian criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan
dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. 1

Jadi sistem peradilan anak merupakan sistem peradilan pidana,
maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak,
terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem

peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme

' Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2002), 4.

"' Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosiliosnime,
(Bandung: Bina Cipta, 1996), 14.
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kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar

“pendekatan sistem”.

12

2. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA

menyebutkan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak, antara

lain:'

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

i)

3

Asas perlindungan

Asas keadilan

Asas nondiskriminasi

Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
Asas pembinaan dan pembimbingan anak

Asas proporsional

Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya
terakhir

Asas penghindaran pembalasan

3. Substansi Sistem Peradilan Pidana Anak

Disebutkan dalam bagian penjelasan umum Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), memaparkan bahwa penempatan

anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara subtansi yang paling

mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai

keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan

12 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum...,44.
" Lihat Pasal 2 UU SPPA.
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menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari
stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan
diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan yang wajar. Oleh
karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka
mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya
Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan
Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang
terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.'* Adapun
subtansi sistem peradilan pidana anak dapat dirangkum sebagai
berikut:"

a) Keadilan Restoratif (Pasal 1 Angka (6))

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah suatu proses
penyelesaian  yang  melibatkan  pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

'* Penjelasan bagian umum UU SPPA
"* Subtansi UU SPPA
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Termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA, bahwa sistem
peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan
restoratif, sebagaimana yang termuat dalam Ayat (2), meliputi:

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum.

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan
selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah
menjalani pidana atau tindakan.

Dan ditegaskan dalam Ayat (3) bahwa pada huruf a dan b wajib
diupayakan diversi.

b) Diversi (Pasal 1 Angka (7))

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sebagaimana yang termuat dalam Naskah Akademik RUU
SPPA, bahwa diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian
kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari
proses pidana formal ke penyelesaian damai  antara
tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang
difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing
kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau Hakim.'®

Oleh karena itu tidak semua perkara anak berkonflik dengan

hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan

' Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak...,48.
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memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan
restoratif, maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum
dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan
dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.'’

Pada Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan
tujuan diversi, yakni:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA, bahwa pada
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

c) Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA Pasal 69 Ayat (2), seorang pelaku tindak
pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni berupa hukuman
tindakan bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur di bawah 14
tahun, dan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur
15 tahun ke atas.
1. Sanksi Tindakan (Pasal 82 UU SPPA)
2. Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA)

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pelaku tindak pidana

terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

' Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum...,137.
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Pidana Pokok, meliputi:

Pidana peringatan

Pidana dengan syarat, yakni pembinaan di luar

lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan

Pelatihan kerja

Pembinaan dalam lembaga

Penjara

Pasal 81 UU SPPA yang berbunyi bahwa:

(M

2

3)

“4)

)
(6)

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila
keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan
masyarakat.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada
Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang
dewasa.

Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak
berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari
lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan
baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan
sebagai upaya terakhir.

Jika tindak pidana yang dilakukan Anak
merupakan tindak pidana yang diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2.2. Pidana Tambahan, meliputi:

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana, atau

Pemenuhan kewajiban adat
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Dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun
melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik,
pembimbing  kemasyarakatan, dan pekerja  sosial
profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 UU
SPPA):

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan,
pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang
menangani bidan kesejahteraan sosial, baik ditingkat
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

d) Hak-hak Anak (Pasal 3 UU SPPA)
Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:

- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan
kebutuhan sesuai dengan umurnya

- Dipisahkan dari orang dewasa

- Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

- Melakukan kegiatan rekreasional

- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan
martabatnya

- Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

- Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

- Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif,
tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

- Tidak dipublikasikan identitasnya

- Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang
dipercaya oleh anak

- Memperoleh advokasi sosial

- Memperoleh kehidupan pribadi

- Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat

- Memperoleh pendidikan

- Memperoleh pelayanan kesehatan, dan

- Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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¢) Penahanan

Dipaparkan dalam Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA menyatakan
bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan
syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun
atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas
telah berakhir, anak wajib dikelurakan dari tahanan demi hukum.

f) Pemeriksaan Terhadap Anak sebagai Saksi atau Anak Korban

Dalam Pasal 58 Ayat (3) UU SPPA memberikan kemudahan bagi
anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di
pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan
keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat
memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman
elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan
setempat, dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum, dan
advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam
perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan
keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat
komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan
cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing

kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
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g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Pasal 23 UU SPPA, anak berhak mendapatkan bantuan hukum
disetiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.
Sementara dalam Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA, anak saksi/anak
korban wajib didampingi oleh orang tua/wali, orang yang dipercaya
oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan.
Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak
pidana, maka orang tua/walinya tidak wajib mendampingi.
h) Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Pasal 86 Ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai
menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan
telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke

lembaga pemasyarakatan pemuda.

C. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak
Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk
kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia
adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampanan anak
dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia

dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab
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secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum
yang dilakukan oleh anak itu."®

Berdasarkan The Beijing Rules, batas usia pertanggungjawaban anak
(the minimum age of criminal responsibility) tidak menetapkan batas usia
minimum untuk dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pidana yang
dilakukan oleh anak. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seorang anak di
negara-negara dunia sangat berbeda-beda bergantung pada latar belakang
sejarah dan kebudayaan masing-masing. Dalam aturan No. 41 The Beijing
Rules, hanya me negaskan bahwa permulaan batas usia pertanggungjawaban
anak janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor
kematangan emosional, mental dan intelektual anak. Lebih lanjut dalam
penjelasannya bahwa berdasarkan pendekatan modern seorang anak
dipertanggungjawabkan atas dasar perbuatannya harus berdasarkan tingkat
kecerdasan dan pemahaman individual anak itu."

Sebagaimana dalam menentukan batas usia dalam definisi anak maka
kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat
beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang
misalnya: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
bahwa anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya
dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua

belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan

' Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta:
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), 24.

' Barda Nawawi Arief, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan, dalam
Bunga Rampai Kebjjakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 129.
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dan pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum usia 18 tahun dan
belum pernah kawin. >

Sedangkan dalam KUH Pidana Pasal 45, menyatakan bahwa:

Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang
dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, Hakim boleh:
memerintahkan, supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya,
walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau
memerintahkan, supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan
tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan masuk bagian
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489,
490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, 536 dan 54 dan
perbuatan itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah keputusan dahulu
yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu
kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun tidak dikenakan hukuman ataupun
pengajaran. Namun jika anak berusia 7-15 tahun tidak dikenakan hukum
tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur 15 (lima belas) tahun ke atas
maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam
syariat Islam diakui bahwa terhadap anak harus dikenakan pidana, tetapi
dapat dikenakan penagajaran (pembinaan).21

Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan
berpikir dan pilihan. Oleh karena itu perbuatan jarimah yang dilakukan anak
di bawah usia 7 (tujuh) tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman

pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi dikenakan pertanggungjawaban

2 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum...,9.
! Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), 34.
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perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni ganti rugi terhadap
harta atau lain.”?

Disparitas batas usia pertanggungjawaban pidana anak menjadikan
masalah tersendiri bagi penegak hukum dalam menangani kasus anak yang
berkonflik dengan hukum khususnya di Indonesia. Oleh karena itu,
penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam UU

SPPA, sudah seyogyanya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.

D. Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Buku II KUHP adalah

tindak pidana dalam bentuk pokok-pokok yang memuat semua unsur

dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s.d. Pasal 367, meliputi

beberapa jenis tindak pidana pencurian) sebagai berikut:**

a) Pencurian biasa (Pasal 362)

b) Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi
(Pasal 363)

c) Pencurian ringan (Pasal 364)

d) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365)

e) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367)

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 142.

> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, (Politiea Bogor, 1995), 249-255.
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Disebutkan dalam Pasal 362 KUH Pidana, bahwa yang dimaksud
dengan pencurian adalah barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang
sama seckali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan
maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau
denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Mahmud Saltut berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-
sembunyi dan dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga
barang tersebut. Menurut beliau selanjutnya, definisi tersebut secara
jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang
dipercayakan kepadanya dari kategori pencurian.”*

Sebagaimana pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu
pencurian yang hukumannya had dan pencurian yang hukumannya
ta’zir.”> Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi
dua, yakni sarigah sughra (pencurian kecil/biasa), dan sarigah kubra
(pencurian besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil
adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan
pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-

terangan atau dengan kekerasan. Pencurian besar disebut pula hirabah*®

4 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), 83.

> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 81.
*® A. Djazuli, Figih Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 71.
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Sedangkan pencurian yang diancam dengan ¢a’zir ada dua macam,
yakni pertama, pencurian yang diancam dengan had, namun tidak
memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had lantaran ada syubhat
(seperti mengambil harta milik sendiri atau harta bersama). Kedua,
mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya
lari atau menggelapkan uang titipan).”’

Sejalan dengan pemaparan di atas bahwa pencurian merupakan
tindakan mengambil suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan

pemiliknya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan
atau di dalam doktrin juga sering disebut gewualificeerde distal atau
pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau
pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan.?®
Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
Ke-1. Pencurian hewan
Ke-2. Pencurian pada ada kebakaran letusan banjir, gempa
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api,

huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan
dimasa perang

Y 1bid.,72.

* Prasetyo Haribowo, “Tindak Pidana Melakukan Pencurian dengan Pemberatan (Tinjauan
Yuridis  terhadap  Putusan  Perkara  Pengadilan  Negeri = Purwokerto =~ Nomor:
69/Pid.B/2012/PN.Pwt)” (Skripsi, Tesis dan Disertasi[--], Universitas Jenderal Soedirman,
Purwokerto, 2012), 40.
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Ke-3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah
atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang
dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan
setahunya atau bertentangan dengan kemauannya
orang yang berhak

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-
sama atau lebih

Ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan
masu ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai
barang  untuk  diambilnya, dengan  jalan
membongkar, memecah atau memanjat atau dengan
jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau
pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) : Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai
dengan salah satu hal yang tersebut ke-4 dan ke-5,
diajtuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan
tahun.

Sebagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan
pemberatan (Pasal 363 KUHP), meliputi:

- Barang siapa;

- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam Pasal tersebut dinamakan pencurian dengan pemberatan atau
pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat.
Pencurian dengan pemberatan yakni pencurian biasa yang disertai
dengan salah keadaan sebagai berikut:*’

a. Apabila yang dicuri adalah hewan

Dalam Pasal 101 KUHP, yang dikatakan hewan berarti

binatang yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi.

* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...,250.
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Binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), sedangkan binatang
yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb). Pencurian hewan
dianggap berat, karena yang terpenting hewan merupakan milik
seorang petani.

Apabila pencurian dilakukan pada waktu terjadinya bermacam-
macam malapetaka seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi,
dsb.

Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu
semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam
keadaan tidak terjaga, sehingga dalam keadaan seperti itu orang lain
bisa sewena-wena melakukan kejahatan dengan memanfaatkan
kesempatan yang ada.

Apabila pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, dilakukan
oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa
dikehendaki oleh yang berhak.

Jika pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-
sama.

Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan
atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar,
memecah, dsb.

Membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya

membongkar tembok, jendela. Dalam hal ini barang harus ada yang
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rusak, putus atau pecah, pencuri yang mengangkat pintu dari
engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, maka
tidak masuk dalam pengertian membongkar.

Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya
memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb.

Dalam Pasal 99 KUHP, bahwa yang masuk dalam sebutan
memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada,
tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui
lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui
selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

Sedangkan dalam Pasal 100 KUHP, yang masuk dalam sebutan
kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk
pembuka kunci itu.

Perintah palsu, yakni suatu perintah yang kelihatannya seperti
surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib,
tetapi sebenarnya bukan.

Pakaian jabatan palsu (valsch costuum), yakni kostum yang
dipakai oleh orang yang tidak mempunyai wewenang untuk

memakainya.



